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Abstrak
 

Banyak pihak yang terkait dengan moda transportasi udara dan secara garis besar pihak tersebut antara lain

adalah perusahaan angkutan udara, penumpang, ground handling, penyelenggara bandar udara, pemerintah

selaku regulator dan pengguna jasa serta rnasyarakat di sekitar usaha tersebut beroperasi.

Studi ini dimaksudkan untuk meninjau aspek hukum dari usaha jasa kebandarudaraan sebagai salah satu

komponen dari terwujudnya moda transportasi udara. Pengelolaan jasa kebandarudaraan di Indonesia

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Daerah

(Provinsi, Kabupaten 1 Kota) atau Badan Usaha Kebandarudaraan. Dalam pengelolaan jasa

kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha kebandarudaraan di Indonesia adalah Bandan Usaha

Milik Negara PT ( Persero ) Angkasa Pura I dan PT ( Persero ) Angkasa Pura 11 yang didirikan oleh

pemerintah untuk menyelenggarakan jasa kebandarudaraan, yang sesuai undang undang penerbangan

dinyatakan bertanggung jawab alas keamanan dan keselamatan penerbangan dan kelancaran pelayanannya,

artinya berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang harusnya diberikan dengan suatu

pelimpahan, padahal realitanya kedua persero ini telah menyelenggarakan jasa kebandarudaraan walaupun

secara tegas tidak ditemukan adanya bukti pelimpahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas - tugas

yang menjadi kewenangan pemerintah yakni tentang keamanan dan keselamatan penerbangan.

Di sisi lain penyelenggaraan jasa kebandarudaraan untuk mencari keuntungan juga menyediakan sarana

maupun fasilitas termasuk tanah yang diperuntukkan bagi mitra kerja, mitra usaha dan badan usaha lain

dengan sistem sewa menyewa dan atau ikatan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.Disamping aspek

hukum ekonomi tentang hak dan tanggung jawab tersebut, bagi pengguna jasa kebandarudaraan juga berhak

atas kerugian yang diakibatkan oleh pemanfaatan jasa bandar udara. Sesuai undang-undang maka tanggung

jawab keamanan dan keselamatan serta kelancaran pelayanannya tersebut wajib diasuransikan, namun

sejauh ini belum ditemukan data adanya asuransi alas tangghung jawab tersebut, padahal resiko yang

mungkin dialami oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan sangat besar, seperti kecelakaan pesawat udara,

kerugian dan atau ketidak-amanan di bandar udara.

Usaha jasa kebandarudaraan diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk standar internasional,

karena itu usaha jasa bandar udara sarat dengan kcamanan dan keselamatan, sehingga tidak dapat dipisahkan

dari usaha jasa pengamanan. Karena itu penyelenggara bandar udara yang bertanggung jawab atas

keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancarannya itu perlu diatur secara togas peran dan fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat,

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengamankan bandar udara.

Hal-hal terpenting adalah : Undang - Undang Pencrbangan, Aspek Hukum Jasan Kebandarudaraan dan

Undang Undang POLRI.
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